KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yonece Kambu
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Terninabuan, 25 Januari 2024
Ketua KPU Kagba;paten Sorong Selatan

il

/. Yonece Kambu




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

No Sasaran Strategis

1 2
1 Sarana Bidang
Teknologi Informasi
dan Komunikasi

2 Pengelolaan
Keuangan dan Barang
Milik Negara

3 Operasional
Perkantoran dan
Dukungan Sarana
Prasarana

Indikator Kinerja

3
Persentase KPU Kabupaten Sorong Selatan
dalam memutakhirkan data pemilih tepat
waktu

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi
penyusunan dan penyusunan peraturan
pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan,
membangun, dan mengembangkan sarana dan
prasarana IT Pemilu

Jumlah draft juklak/juknis  pengelolaan
keuangan di lingkungan KPU

Jumlah laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan

Persentase permasalahan dalam pengelolaan
keuangan yang dapat diselesaikan

Persentase  KPU Provinsi  dan KPU
Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan
Valid

Persentase Pejabat Perbendaharaan yang
menyelesaikan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Persentase satker yang menyelesaikan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai
tepat waktu

Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan
KPU tentang kearsipan yang telah disusun

Persentase KPU Provinsi  dan KPU
Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

Persentase gangguan keamanan dalam
lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU

Target

4
5,00
Lembaga

1,00

Layanan,
Laporan,
Dokumen,

Rekomendasi,
Unit

1,00

Layanan,
Laporan,
Dokumen,

Rekomendasi,
Unit




Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi

No.

1.

2.

Persentase ruangan rapat yang digunakan
tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan
tempat

Persentase sarana transportasi untuk
mendukung kinerja pegawai yang berfungsi

dengan baik
Program Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 16.162.551.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp 2.542.604.000,-

Tem‘inabuan, 25 Januari 2024
KETUA KPU K.tiB,UP TEN SORONG SELATAN

/YONECE KAMBU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rusdianto,SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan

Selaku Pihak Pertama,

Nama : Yonece Kambu
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Ketua XPU Kabupaten Sorong Selatan Sekfgl‘
— E
Zonece Kambu .



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SORONG SELATAN

2
Terwujudnya Persentase
KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu
memfasilitasi pengelolaan
perencanaan program dan
anggaran Pemilu

Tersedianya Persentase KPU,
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu
memfasilitasi penyusunan
dan penyusunan peraturan
pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemilu

Terwujudnya Persentase
KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu
merencanakan, membangun,
dan mengembangkan sarana
dan prasarana IT Pemilu

Tersedianya draft
juklak/juknis pengelolaan
keuangan di lingkungan
KPU " Kabupaten Sorong
Selatan

Tersedianya laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan

Terwujudnya pengelolaan
keuangan yang dapat
diselesaikan

Terwujudnya KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang Menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran

3
Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu
memfasilitasi pengelolaan perencanaan
program dan anggaran Pemilu

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu
memfasilitasi penyusunan dan
penyusunan peraturan pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemilu

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mampu
merencanakan, membangun, dan
mengembangkan sarana dan prasarana
IT Pemilu

Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan
keuangan di lingkungan KPU

Jumlah laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan

Persentase permasalahan dalam
pengelolaan keuangan yang dapat
diselesaikan

Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang Menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran berbasis
SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

1.00
Lembaga

1.00
Lembaga

1.00 Unit

1.00
Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,

Unit

1.00
Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,

Unit

1.00
Lembaga

1.00
Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,
Unit



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

berbasis SIMONIKA yang
Tepat Waktu dan Valid

Terwujudnya Pejabat
Perbendaharaan yang

menyelesaikan

pertanggungjawaban
penggunaan anggaran sesuai

ketentuan

Terwujudnya satker yang
menyelesaikan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan pegawai

tepat waktu

Tersedianya rancangan
Peraturan KPU/ Keputusan
KPU tentang kearsipan yang

telah disusun

Terwujudnya KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang Patuh dan Tertib dalam
Pengelolaan Barang Milik
Negara yang Material

Terminimalisirnya gangguan
keamanan dalam lingkungan
KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota yang serta
dapat ditanggulangi

Terwujudnya ruangan rapat
yang digunakan tidak ada
yang bersamaan dalam waktu

dan tempat

Terwujudnya sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja pegawai
yang berfungsi dengan baik

Tersedianya Laporan Barang
Milik Negara Berdasarkan
SIMAK BMN yang Datanya
Sesuai dengan Data SAK

Terwujudnya Hasil Rapat
Pleno yang ditindaklanjuti

Persentase Pejabat Perbendaharaan
yang menyelesaikan
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran sesuai ketentuan

Persentase satker yang menyelesaikan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
pegawai tepat waktu

Jumlah rancangan Peraturan KPU/
Keputusan KPU tentang kearsipan yang
telah disusun

Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib
dalam Pengelolaan Barang Milik Negara
yang Material

Persentase penyelesaian gangguan
keamanan dalam lingkungan KPU/KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang
dapat ditanggulangi

Persentase ruangan rapat yang
digunakan tidak ada yang bersamaan
dalam waktu dan tempat

Persentase sarana transportasi untuk
mendukung kinerja pegawai yang
berfungsi dengan baik

Jumlah Laporan Barang Milik Negara
Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya
Sesuai dengan Data SAK

Persentase Hasil Rapat Pleno yang
ditindaklanjuti paling lambat 4 hari

1.00
Lembaga

1.00
Lembaga

1.00
Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,

Unit

1.00
Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,

Unit

1.00
Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,

Unit

1.00 Unit

1.00 Unit

1.00
Layanan,
Laporan,

Dokumen,
Rekomendasi,

Unit

1.00
Layanan,



17.

18.

19.

—

N

Ketua KP(zKabupaten Sorong Selatan  Sél

paling lambat 4 hari kerja

Terwujudnya KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota
yang Mengelola Arsip Inaktif
Sesuai Aturan Kearsipan

Tersedianya fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja pegawai
yang berfungsi dengan baik

Tersedianya Gedung dan
Kantor KPU Kab/Kota yang
berfungsi dengan baik

Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Pihak Kedua,

kerja

Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip
Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan

Persentase fasilitas perkantoran untuk
mendukung kinerja pegawai yang
berfungsi dengan baik

Persentase Gedung dan Kantor KPU,
KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan
baik

Laporan,
Dokumen,

Rekomendasi,

Unit
1.00
Layanan,
Laporan,
Dokumen,

Rekomendasi,

Unit
1.00 Unit

1.00 Unit

Rp 16.162.551.000,-

Rp 2.542.604.000,-

rong Selatan

—
—
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